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1BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Berita pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden terkait kasus PT
Freeport kembali menghatkan masyarakat Indonesia. Berita ini berawal dari
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said yang
melaporkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Setya Novanto ke
Mahkamah Kehormatan DPR (MKD), pada 16 November 2015. Dalam
laporannya, Sudirman Said melaporkan Setya Novanto karena telah mencatut
nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meminta jatah 20
persen saham PT Freeport (www.kompas.com). Berita ini semakin hangat ketika
program Mata Najwa di Metro TV secara eksklusif mewawancarai Sudirman Said
pada 16 November 2015. Semenjak itu pulalah, banyak reaksi yang bermunculan,
banyak berita di media televisi yang menampilkan cuplikan dari wawancara
eksklusif Najwa Shihab dengan Menteri ESDM tersebut. Dalam wawancara
eksklusif ini, Sudirman Said membenarkan bahwa politisi yang ia laporkan ke
MKD adalah Pimpinan DPR RI.
Pada tayangan wawancara eksklusif, terkait nama Novanto yang diduga
menjadi pencatut nama Presiden, terungkap dalam acara Mata Najwa. Dalam
wawancara tersebut, Najwa Shihab menunjukkan foto berupa surat laporan
Sudirman ke MKD dan menunjukkan nama Setya Novanto yang diberi inisial SN
sebagai pihak yang terlapor. Saat itu, Sudirman membenarkan bahwa laporan
tersebut adalah laporan yang dibuatnya.
2Gambar 1.1
Cuplikan Tayangan Mata Najwa
Sumber: youtube.com
Semenjak cuplikan wawancara eksklusif ini ditayangkan di sejumlah
program di Metro TV banyak media massa yang memberitakan terkait kasus PT
Freeport tersebut. Sebab, wawancara eksklusif ini ditayangkan sesaat setelah
Sudirman Said melaporkan kasus tersebut kepada MKD. Dari tayangan ini
pulalah, terungkap bahwa pejabat pemerintah yang dilaporkan oleh Menteri
ESDM ini adalah Setya Novanto.
Whitney (dalam Nurudin 2011:12)  mengatakan televisi sebagai salah satu
bentuk dari komunikasi massa yang dapat menyampaikan pesan-pesan yang
diproduksi secara massa tidak sedikit disebarkan kepada massa penerima pesan
yang luas, anonim, dan heterogen. Heterogen disini berarti bahwa pesan yang
dikirim kepada yang berkepentingan, yakni kepada orang-orang dari macam
atribut, status, pekerjaan, dan jabatan dengan karakteristik yang berbeda satu sama
lain dan bukan penerima pesan yang homogen.
Peneliti telah melakukan riset sebelumnya di beberapa media online
nasional terkait kasus PT Freeport yang turut mencatut nama Presiden dan Wapres
Republik Indonesia. Tiga berita hasil observasi peneliti, media online tersebut
mendapatkan berita dari tayangan Mata Najwa Episode ‘Pejabat Pemburu Rente’
3sehingga dengan adanya episode ini membuat media lain juga ikut memberitakan
hal yang serupa.
Gambar 1.2
Sumber: Tribunnnews.com
Terkait pernyataan Fadli Zon dalam tayangan Mata Najwa pada tanggal 18
November 2015, dimana Fadli Zon mempersoalkan legal standing Menteri ESDM
yang melaporkan Ketua DPR Setya Novanto ke MKD, Menteri ESDM justru
menilai bahwa tidak ada yang salah mengenai kedudukan hukum dirinya yang
melaporkan Setya Novanto ke MKD atas dugaan pencatutan nama Presiden dan
Wapres. Dalam berita yang dikutip dari tribunnews.com, Sudirman Said
menyimpulkan bahwa menteri adalah warga negara dan Fadli Zon mengatakan
sebagai menteri, Sudirman Said harus ada izin dari presiden untuk melakukan itu.
Sementara itu, dari berita yang dikutip dari kompas.com, Menteri ESDM
Sudirman Said membenarkan bahwa politisi yang dilaporkannya ke MKD adalah
Ketua DPR, Setya Novanto. Hal tersebut diungkapkan Sudirman kepada Najwa
Shihab dalam wawancara eksklusif yang tayang di Metro TV. Saat itu, Najwa
4menunjukkan sebuah foto surat laporan dan menunjukkan adanya nama Setya
Novanto sebagai pihak terlapor.
Gambar 1.3
Sumber: Kompas.com
Gambar 1.4
Sumber: metrotvnews.com
Sesuai dengan asumsi dasar mengenai pentingnya media massa bahwa
media telah menjadi sumber dominan bukan saja bagi individu untuk memperoleh
gambaran dan citra realitas sosial tetapi juga bagi masyarakat dan kelompok
secara kolektif, media menyuguhkan nilai-nilai dan penilaian normatif yang
dibaurkan dengan berita dan hiburan (McQuail, 1991:3). Media pada dasarnya
adalah media diskusi publik tentang suatu masalah yang melibatkan tiga pihak:
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keterlibatannya pada peran sosial masing-masing dan hubungan di antara mereka
terbentuk melalui opersionalisasi teks yang mereka konstruksi (Eriyanto, 2012:
195).
Untuk membahas perkembangan dari dugaan pencatutan nama presiden
yang dilakukan oleh Ketua DPR, Metro TV melalui tayangan Mata Najwa pada
tanggal 18 November 2015 lalu kembali membahas kasus tersebut dengan
Episode “Pejabat Pemburu Rente”. Kali ini, Mata Najwa menghadirkan Junimart
Girsang selaku Wakil Ketua MKD, Ruhut Sitompul dari Anggota Komisi III DPR
RI Fraksi Partai Demokrat, Fadli Zon selaku Wakil Ketua DPR RI, dan Lucius
Karus dari Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen. Pemburu Rente sendiri
dapat diartikan sebagai mereka yang memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki atau
dimiliki oleh kroninya untuk mengakumulasi kapital demi kemakmuran dirinya
sendiri atau kelompoknya (Republika.co.id).
Gambar 1.5
Cuplikan Tayangan Mata Najwa “Pejabat Pemburu Rente”
Sumber: youtube.com
Dalam episode ini, Mata Najwa menghadirkan Fadli Zon, yang pro
terhadap Setya Novanto dan Ruhut Sitompul yang meapresiasi Sudirman Said
serta kontra terhadap jajaran Pimpinan DPR sebagai badan legislatif. Sehingga
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Sitompul. Dua kali mengangkat topik yang sama dan wawancara eksklusif yang
dilakukan oleh Mata Najwa bersamaan dengan pelaporan yang dilakukan oleh
Sudirman Said mengindikasikan adanya wacana yang dibangun oleh Mata Najwa.
Ditambah dengan pemilik dari statiun Metro TV, Surya Paloh merupakan politisi
dari Partai Nasdem dimana partai tersebut merupakan partai pendukung
pemerintah. Setiap berita yang ditayangkan atau dipublikasikan melalui sebuah
media pastilah disesuaikan dengan ideologi pemiliknya. Ideologi juga konsep
yang sentral dalam analisis wacana. Hal ini karena teks, percakapan, dan lainnya
adalah bentuk dari praktik ideologi atau pencerminan dari ideologi tertentu.
Wacana yang dibuat pada suatu tayangan tentulah disesuaikan dengan ideologi
media dan wartawan dari media tersebut (Hamad, 2011:96).
Melalui teks berita yang didengar dan dibacanya, masyarakat digiring
untuk memahami realitas yang telah dibentuk oleh sebuah media massa. Media
sendiri sesungguhnya berada di tengah realitas sosial yang sarat dengan berbagai
kepentingan, konflik, dan fakta yang kompleks dan beragam. Hal ini ditambah
dengan adanya fenomena kepemilikan media, dimana banyak pemilik media yang
masuk ke ranah politik dan membentuk sebuah partai. Kepemilikan media ini
menyebabkan berita pada media akan semakin melekat, karena penyebaran
informasi dikuasai oleh konglomerat media dan berpusat pada berita tertentu saja.
Adanya pengaruh pemilik media terhadap isi program media massa sangat
berimbas kepada khalayak. Khalayak dihadapkan pada minimnya berbagai pilihan
sumber informasi sebab informasi sudah dikuasai oleh kelompok yang dominan
yang memiliki kekuasaan sehingga informasi yang diterima bersifat tidak netral.
7Sedangkan pemberitaan utama atau headline dalam media selalu saja menjadi
wacana utama di dalam masyarakat sehingga pemberitaan tersebut membuat
adanya opini yang dibangun pada masyarakat. Untuk itu, peneliti merasa tertarik
untuk meneliti wacana yang dibangun oleh program Mata Najwa Episode ‘Pejabat
Pemburu Rente’, sebab dalam setiap berita yang dikemas dan ditampilkan oleh
sebuah media disesuaikan oleh ideologi dari pemilik media itu sendiri.
Masyarakat pun tidak menyadari adanya kepentingan dalam tayangan tersebut.
Pangi Syawri Chaniago, Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri
(UIN) Syarief Hidayatullah menilai polemik tersebut merupakan konspirasi dalam
rangka merebut kekuasaan kursi kepemimpinan DPR RI. Sehingga dampak dari
kisruh yang terjadi saat ini, nantinya menguntungkan salah satu pihak
(www.okezone.com).  Selain itu, Surya Paloh dinilai memiliki hubungan khusus
dengan petinggi PT Freeport. Ini dibuktikkan dengan ditariknya Mantan Direktur
Utama PT Freeport, Adrianto Machribe sebagai Direktur Utama Metro TV
sehingga media tersebut secara gencar memberitakan isu pelanggaran etika Setya
Novanto untuk menggiring opini publik (www.nasionalisme.net). Berdasarkan
latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian
dengan judul “ANALISIS WACANA DALAM TAYANGAN MATA NAJWA
DI METRO TV EPISODE “PEJABAT PEMBURU RENTE”.
81.2 Fokus Penelitian
Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis wacana yang
dikembangkan oleh tayangan Mata Najwa dalam Episode “Pejabat Pemburu
Rente” dengan melihat transkip pembicaraan dari tayangan tersebut.
1.3 Rumusan Masalah
1. Bagaimana wacana yang dikembangkan dalam tayangan Mata Najwa
Episode “Pejabat Pemburu Rente”?
1.4 Tujuan Penelitian
1. Menganalisis wacana yang dikembangkan dalam tayangan Mata Najwa
Episode “Pejabat Pemburu Rente”.
2. Mengungkap makna dibalik tayangan Mata Najwa Episode “Pejabat
Pemburu Rente”.
1.5 Manfaat Penelitian
1.5.1 Manfaat Teoritis
Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat
menambah referensi bagi mahasiswa FISIP Universitas Andalas
khususnya jurusan Ilmu Komunikasi mengenai analisis wacana dalam
sebuah media. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi
bahan dalam penelitian selanjutnya mengenai jurnalistik khususnya dan
komunikasi pada umumnya.
91.5.2 Manfaat Praktis
1. Penelitian ini secara praktis bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi
pihak media dalam menyajikan berita baik di koran maupun televisi
dan sebagai referensi, bahan kajian dan sumber informasi bagi pihak-
pihak yang tertarik dalam kajian ini untuk melakukan penelitian.
2. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membentuk kesadaran sosial
masyarakat tentang bagaimana pers tidak hanya menjalankan fungsi
dan perannya dalam memberikan informasi kepada publik, namun juga
membawa berbagai nilai, ideologi dan kepentingan institusi medianya
ataupun kelompok-kelompok tertentu.
